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BUPATIKAPUAS 
PERATURA BUPAl I KAPUAS 

NOMOR . 1 TAHU, 2005 

TENTA G 

PENJABARAN ANGGARAN PE 'DAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KAPUAS TAHW 1 ANGGARAN 2005 

BUPATIKAPUAS 

bah va sebagai pelaksanaan ke entuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatar 

d,m Belan1a Oaerah Tahun Anggaran 2005, perlu mene apkan Peraturan Bupat, Kapuas tentang PenJat-a·an Ar.ggara· 

Pendapatan dan 8elan1a Dae.ah Daernh Kabupaten KapL:as 

1. Undang-Undang f\Jomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan D~erah T,ngkat II d1 Kal,maman (Lembaran egc1rc 

Repubi1k indonE;s1..;I Tahun 1959 Nornor 72, Tambc:,r.an Lembaran Negara Nomor 1820). 

✓. Undang-Ur.dang lor~ or 12 T«r·•un 1985 ten'r1ng Pajak Bumi dsn Bang•Jn8n (Lembaran Negara Republ1k lndcnesi, 

Tahun i ~,35 t;:>1 nc r 66. r?.mb""c :1 Lemoar2n tJegc ,: i !omor 331') se"2g?.1112.na lelah d1uba, dengan Undang-Undan~ 

~Jorneir ::,5 1 



4 Undnng-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

epublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5 Undang-Und2.ng Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye1enggaraan Negara yang Bers(h dan Bebas dari l<o;·uesi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851 ); 

6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia I ahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

8 Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 ten tang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 
J 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran egara Nomor 4438); 

11 . Peraturan Pemerin.ah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah den~a'1 Peraturan Perr:erintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lemnaran 

Negara Republlk Indonesia T2hun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165J, 

12 Pe,atura'l Pemerintah Nomor 105 T2.hu11 2G00 teriiarig Pengelolaari dan Pertanggurgjawaoan Keuange'1 Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ~fomor 202, Tambah3n Lembaran Negara Nomor 4022); 



1.1. Pi;raturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
;, 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor ~027); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

~6. Per21ura·1 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PaJak Daerah (Lembaran Negara Republik lndon~sia Tahun 

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
., 

Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2005; 

21. Keputusan Dewa·n Pervvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 14/K/DPRD-KPS/2004 Tangga! 6 Desember 

2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2004 -

2009. 



AP UA EN ANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAt BELANJA DAERAH 

,ABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2005~-

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2005, terd iri dari : 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Oaerah 

b Dana Perimbangan 

c. Lain -la in Pendapatan yang sah 

2. Belanja: 

a. 

b 

C. 

APARATUR DAERAH 

Belanja Adm irnstras1 Umum 

BelanJa Operasi dan Pemeliharaan 

Belanja ~ ode !/Pembc=111gunan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp 

10.250.163.000 

269.078.043 .000 

14.371 .000.000 

78.016 .399 000 

5 603 316.850 

4 682 e 71.150 

293.699.206.000 

Rp. 88.302.587.000 



0 lc:11\J Oper 1 de: n rn 1 ,diha1 aan p 42 .029.520.463 

C Belanja Modal 
"· 

Rp 72.471.850.537 

d Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp. 13.654.225 .000 

e Belanja Tidak Tersangka Rp 8.359.485.000 

Rp 213.680.494.000 
- ----

Surplus/(Defi s1t) Rp. (8.283.875.000) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp. 10.283.875.000 

b. Pengeluaran Rp 2.000.000.000 

Rp. (8.283.875.000) 

Pasal 2 

. 
jabaran APBD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 d1rinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 3 



r,u i' St:l1-,; O'<HlJ men9,..,: .',_1, • , , 0 r~e~1ntal-ik2•1 pengun-:langar1 Pera'.u'2.'7 Rups'.i iri d~ng2n penE:m:,-·--,r/a c.:atan1 

B~··1;J Ua1: t l, f~2.bupate·1 ~·e.:)l 1~ 

D,undangl.;an d . Kuala Kapuas 
Pad8 tan 11 April 2005 

AH KABUPATEN KAPUAS 

+ 
... ,. u 

BERi-1 A AH KA8UPATEN KAPUAS 
T/1.HUN 2005 N01v1OR 01 

Tci<Jl1 d1ev2.!~1as1 Gubunu, ~:a1ir11,nt,ir1 r C!n:1ah 
dengan surat Nomor 903! 1 C 7 /K< ·u ! ;_11111 1~11 "/ /-,pnl 2005 

[),,ei2f: l 2', .j 

Pada tan at 21 Febru&·, 2005 


